PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL

J1. Simpang Baru Inderapura, Kode Pos 25671
Telp. (0757) 7340002 email : kee.pansowgmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL
Nomor : 900/42, /KPTS/CPS-PS/2025

TENTANG

EVALUASI PERATURAN NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL
TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT PANCUNG SOAL,

Membaca : Surat Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal
Nomor : 140/876/PN-TSI/X-2025 tanggal 10 Oktober 2025 Perihal
Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura tentang
Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2025;

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, Kepala Desa perlu  menyampaikan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada Bupati melalui
Camat untuk dievaluasi;

b. bahwa berdasarkan lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu langkah-
langkah persiapan evaluasi

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat
atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari
Simpang Lamalnderapura Kecamatan Pancung Soal tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2025;

Mengingat : L. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-
Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapaf—a_n
Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik lndoneSfa
Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6570);

6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Dana Desa yang
bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 266;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun

2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
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2016 tentang Kewenangan Desa;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

23. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

24. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan
Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam
Mendukung Swasembada Pangan;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan
Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari
serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang
Standar Harga Satuan;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Tahun Anggaran 2025;

29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Pemerintah Nagari;

30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun
Aggaran 2025;

31. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun 2025
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2025;

32.Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Simpang Lama
Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 002 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2025;

33. Peraturan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun
2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Simpang
Llama Inderapura Kecamatan Pancung Soal tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
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Kedua Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai

tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025
berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindakianjuti hasil
Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2025 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan
dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
Dokumen Perubshan APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata
Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama
Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari TA
2025, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari
TA 2025, Anggaran Kegiatan Masing-masing Sumber Dana, SK PPKN,
SK Penerima Insentif dan bantuan, SK Lembaga Kemasyarakatan Nagari
yang terkait pelaksanaan Perubahan APB Nagari TA 2025, SK Camat
tentang Hasil Evaluasi Perubahan APB Nagari, Photocopy Rekening Giro,
Photocopy NPWP,
Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutiak  terhadap
pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanazan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar
tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi
permasalahan hukum dikemudian hari.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Ditetaplggdg\[pderapura
Pada Qktober 2025

naTK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagal laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Simpang Lamalnderapura di Simpang Lamalnderapura,
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Lembar Evaluasi Perubahan APB Nagari
Kabupaten : Pesisir Selatan
Kecamatan : Pancung Soal

Nagari : Simpang Lama Inderapura
Kesesuaian
No. Aspek/ Komponen Periksa Alat Verifikasi Keterangan
. Ya | Tidak
| Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1 |Apakah semua dokumen evaluasi telah | V Dokumen Rancangan perubahan | Berdasarkan Aturan,
' diterima dari Nagari secara lengkap APB Nagari tahun anggaran 2025 |Surat Wali  Nagari
Perihal Permohonan
Evaluasi Rancanagan
Perubahan APB tahun
‘ anggaran 2025
1.2 |Apakah pengajuan Rancangan Pernag| V Keputusan hasil Musyawarah | Berdasarkan aturan, 3
| tentang Perubahan APB Nagari atau BAMUS Pembahasan dan | hari setelah disepakati
| Rancangan Pernag tentang perubahan APB Penyepakatan Pernag tentang | bersama. Pernag
| Nagari dilakukan tepat waktu Rancangan  Perubahan  APB | Tentang Perubahan
: Nagari (lihat tanggal keputusan) APB Nagari harus
diajukan kepada
Camat untuk
1.3 Apakah BAMUS telah menyepakati N Keputusan hasil Musyawarah | Berdasarkan
Rancangan Pernag tentang Perubahan APB BAMUS Pembahasan dan | Permendagri mengenai
Nagari/Rancangan Pernag tentang Penyepakatan Pernag tentang | BAMUS
Perubahan APB Nagari Rancangan Perubahan APB
Nagari
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/ Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ;

. Wali Nagari telah menyerahkan secara le

Anggaran 2025,

. Wali Nagari telah menyesuaikan le
- Wali Nagari telah menyesuaikan d

ngkap Surat Permohonan untuk Evaluasi, Dokumen Perubahan APB Nagari Tahun

galitas Perubahan APB Nagari sesuai Peraturan Perundang-undangan berlaku.
engan Pos Belanja sesuai Permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim

Evaluasi
E Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APB Nagari Tahun 2025
\2.1 Umum
2.1.1 |Apakah Rancangan Pernag tentang | RKP Nagari tahun 2025 Perubahan APB
Perubahan APB Nagari disusun Nagari disusun

berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan

berdasarkan RKP
Nagari.

sesuai dengan peraturan

Perundang-
undangan

2.1.2 | Apakah penempatan pos Pendapatan telah | V

Permendagri Nomor 20 tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Penempatan Pos
Pendapatan telah
sesuai aturan

2.2 Pendapatan

realistis

2.2.1 |Apakah estimasi pendapatan rasional dan | ¥

. Perbup Nomor :

. Perbup Nomor : 6 Tahun 2024 tentang

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali
Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan
Kedudukan Badan Permusyawaratan
Nagari.

1 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2025.

. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang

Standar Harga Pemerintah Nagari.

. Perbup Nomor : 3 Tahun 2025 tentang

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi
Dana Nagari Tahun 2025.

Estimasi
Pendapatan
Rasional dan
Realistis sesuai
aturan mengenai
Pendapatan
Transfer
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2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Nagari yang Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari | Belum adanya
bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) Peraturan Nagari
rasional dan realistis, serta didapatkan tentang
secara legal dan telah diatur dalam Pendapatan Asli
Peraturan Nagari Nagari.

2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Nagari yang . Perbup Nomor : 6 Tahun 2024 tentang Telah sesuai
bersumber dari Dana Transfer rasional dan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali | dengan Pagu
realistis Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan | Anggaran ADD

Kedudukan Badan Permusyawaratan | tahun 2024,
Nagari. Estimasi Pagu

. Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang | Anggaran DD
Pedoman Penyusunan Anggaran | tahun 2024 dan
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Pagu Anggaran
Anggaran 2025. PBH tahun 2024.
. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang

Standar Harga Pemerintah Nagari.

. Perbup Nomor : 3 Tahun 2025 tentang

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi

Dana Nagari Tahun 2025.

2.3 Belanja

2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah Permendagri Nomor 20 tahun 2018 | Belanja telah
sesuai dengan peraturan Perundang- tentang Pengelolaan keuangan Desa dan | sesuaikan
undangan Permendesa PDTT Nomor 2 tahun 2024 | kebutuhan, dan

tentang Petunjuk Operasional Atas | RKP Nagari.
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2025.
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s g i b e N NI

¢ Scmu h :' e w.: ,‘,‘:__.,..K_:,‘.,,i. e ——————————— —— e ——— R I— e
drngg::l K?::.‘: n Belanja Nagari telah sesuai | V| Perbup  tentang Daftar  Inventaris ' Telah sesuai s
angan Nagari Kewenangan Nagari dan Pernag tentang - dengan Perbup
g = - Kewenangan Nagari. - dan Pernag
L tentang
Kewenangan
‘2.3.3 AP‘k“h ada  program/kegiatan  yang | ] v Aplkam Siskeudes Vers: 2.0.r2.0.2 Tidak ada kegiatan
3 dilakukan lebih  dari 1 (satu) tahun ‘r | multiyear dalam
1 anggaran (multiyears) 3 aplikasi siskeudes
‘ g i Nagan tahun
1 ' ' anggaran 2025
334 |Apakah belanja Nagari yang ditetapkan | v | | PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ke 2 | Dalam Penganggaran
dalam perubahan APB Nagari paling banyak | g PP 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Belanja Perubahan
30% dipergunakan untuk: | | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 | APB Nagari 2025
1. siltap dan tunjangan Wah Nagari; : Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 100 ayat Tidak melebihi 30%
2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagan. | ' 1 point b. Siltap dan tunjangan
3. tunjangan BAMUS; dan | Wali Nagari dan
» . { | perangkat Nagari
4. operasional BAMUS. ; ; Tunjangan dan
: | wnd BAMUS
I — IR G SN S— ——
2.3.5 | Apakah belanja Nagari yang pendanaanya |~ . Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang | Telah sesua
E bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan . Pedoman Penyusunan Anggaran | dengan Perbup
i dalam perubahan APB Nagari minimal 65% ~ Perubahan  Pendapatan dan Belanja Nomor : 1 Tahun
i untuk belanja wajib dan maksimal 35% ; Nagari Tahun Anggaran 2025. 2025 tentang
| untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan | Pedoman
i : Penyusunan
| Perubahan
5 ,t Pendapatan da
{ | Belanja Nagari
! Tahun Anggaran
L —— 1 | 2025 3

-
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§

i
|
|
:

- Nagari,
: Tunjangan

Perbup Nomeor : 6 Tahun 2024 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali
Perangkat Nagari serta

Kedudukan

' Permusyawaratan Nagari.

|

|
|
|
|

Badan |

| Pengangaran

| Belanja perubahan
| APB Nagari 2025

f Siltap, tunjangan

| dan operasional

| untuk walt Nagar

| dan perangkat

| Nagari sesuai yang
| ditetapkan dalam

| peraturan Bupati

i
{
§

Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai vang |
j ditetapkan dalam peraturan Bupati.

i
j
!

|

2.3.7 | Besaran Tunjangan dan Operasional untuk t \

§
i
{

Perbup Nomor : 6 Tahun 2024 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali
Nagari, Perangkat Nagari serta
Tunjangan Kedudukan Badan
Permusyvawaratan Nagari.

' Dalam Pengangaran |
' Belanja Perubahan

| APB Nagari 2025

' Besaran, Tunjangan
dan Operasioanl
untuk anggota
BAMUS Nagani,
dianggarkan sesuai
vang ditetapkan
dalam peraturan
Bupat

2.3.8 g Alckasi belanja dengan output yang akan
5 | dihasilkan logis karena telah
| memperhitungkan tingkat kemahalan dan
geografis (Standar Harga)

Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun

Anggaran 2025.

Belanja dan output
logis sesuai
kebutuhan dan
harga tidak
melebihi standar
vang tertera dalam
standar harga
Kabupaten

2.4 Pembiayaan
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2.+.1 | Apakah penemp . =
- Apaxan penempatan pos P s NPT R e
sesuai  dengan ﬁp‘o, - c‘mbm:.\ aan telah \ | Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | Pembiaynan pada
3 - peraluran Perundang- | tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perubahan APB
a . Nagari 2025 Telah

fu
5

- undang
sesual penempatan

!

]

! yosnya menurut
|

> A D ; ~‘«.Dahah I [ aturan
2.4.2 |1 aczf POS pengeluaran pembiayaan v | Peraturan tentang Dana Cadangan | Tidak ada anggaran
untuk pembentukan Dana Cadangan | Nagari . untuk Dana
> 1‘ l’ adxmgnn
<=2 :'\Dakah Demhn'\*\vl"ﬂﬁ DZ‘.".:Z C ‘L¢uttt,‘1ln l(’ulﬂ ' , N ! Pe:'ﬂrv‘]r‘w‘r] T(‘I‘Atf‘\.{{‘:;*";):l‘xlil ——E‘:ﬁ‘;ﬁ“:nr . ‘ i" \p h 1 !
ditelapkan den 14l reraturan Nagan ; 5 ' Nacari untuk Dana |
- . | L y ~HGADE aid
2.4.4 | Apakah ada ‘pos Denoe'l.a ran pembiayaan | V ' 1. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang , Sesuai Peraturan |
' untuk penvertaan modal pada BUMNag : Standar Harga Pemerintah Nagari | Bupau NQTBI_ l
l‘ | Tahun Anggaran 2025. | = Tediaann 2020 |
Y! ’ 2 P"rh'lp Nomoer © 1 Tabun 2025 tento ng tentang Standor {
i , l ! Pedoman Penyusunan Anggaran | Harga Pcrnenntah '
' Pcendapatan dan Belanja Nagari Tahun | Hagas. Ammu_ |
! ,’ | Anggaran 2025. ' Anggaran 2025, |
- i
2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMNag, | V 1. Perbup Nomor : 2 Tahun 2025 tentang : Sesuai Peraturan
| telah sesuai dengan peraturan perundang- Standar Harga Pemerintah Nagari ;Bupau Nomor :
|undangan dan  ditetapkan  melalaui Tahun Anggaran 2025. { 2 Tahun 2025
| Peraturan Nagari dan memenuhi nilai 2. Perbup Nomor : 1 Tahun 2025 tentang ' tentang Stanfiar
| kelayakan usaha Pedoman  Penyusunan  Anggaran Harga Pemerintah
l i Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun ; Nagari Tahun
Anggaran 2025. ' Anggaran 2025.
g
r - - . 7 3 = ]
2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APB Nagari, pada v l:ancangaré é’ge_r_‘ubahan APB Nagari 'I‘ahun; ::’lé};.;\ Du;asu}_crl;a;nan
" | pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA nggaran o. £a bam eneri
{ = | Pembiayaan
| tahun anggaran sebelumnya [
!

{
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2.4.7 I Pada evaluasi Perubahan APB Nagari, V Rancangan Perubahan APB Nagari Tahun S.ILPA selalu
i apakah SiLPA tahun scbelumnya telah Anggaran 2025. guing_gai ki:: rl;mtuk
: Al . elanja ta
1! digunakan seluruhnya. ! e iy

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

- - - - - - = ~ - - - -
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Kesimpulan penilazan aspek Administrasi dan Legalitas

m " n— > . (_ e et o e .-.u.u.j.........._ - o i B l '
SEMULA , MENJADI (BERKURANG)
PENDAPATAN 1 ™ - T
1. Pendapatan Transfer 1.637.276.196,00 | 1.637.276.196,00 0,00
2. Pendapatan Lamn-lan ' 0,00 | 2.323.813,00 2.323813.00
JUMLAN PENDAPATAN  1.637.276.196,00  1.639.600.009,00  2.323.813,00 B
- BELANJA i !
1. Belarmya Pegawa: . 391.305.072,00 |  382.630.072,00 (8.675.000.004
2. Belarya Barang dan Jasa 786.189.256,75 | 813.414.256,75 27.225.000,00
3. Belama Modal | 158.407.071,07 |  139.857.071,07 (18.550 000,004
4. Belara Tidak Terduga g 170.040.000,00 170.040.000,00 0.00
| S B i
JUMLAH BELANJA " 1.505.941.399,82 | 1.505.941.399,82 0,00 ]
SURPLUS / (DEFISIT) " 131.334.796,18 131.334.796,18 2.323.813,00 :
PEMEIAYAAN 5 |
rermaan Prmbiavaan ; 97.465.203,82 6.993.066,27 0,00
SILPA Tahun Sebelumnya , 97.465.203,82 6.993.066,27 0.00
Pengriuaran Pembayaan | 228.800.000,00 232.976.000,00 .00
Pervertaan Modal Desa 1 228.800.000,00 232.976.000,00 000
PEMBIAYAAN NETTC TT(131.334.796,18) | (131.334.796,18) 000
SISA LEEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 0.00
Pemermtad. \agar: tclah mnwumpmm,mmmmummm.
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7. Pemerintah Nagari tidak menganggarkan BPJS Kesehatan bagi PBPU.

8. Perubahan APB Nagari Tahun 2025 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi Perubahan APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung
jawab Tim Evaluasi Perubahan APB Nagari Kecamatan Pancung Soal

9. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.

10. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTL

11. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

12. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan

kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
13. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan tanggal : 15 Oktober 2025

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) : Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi
e Untuk disetujui Camat Nama : MUKHTARIS, SE
e Untuk diperbaiki Nagari J abataxl : Camat Pancung Soal
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VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
T:SGEA VERIFIKASI DAN EVALUASI PERUBAHAN APB NAGARI
ANGGARAN 2025 DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN

Pembahasan Dokumen Perubahan APB Nagari Tahun
Anggaran 2025 antara Nagari Simpang Lama Inderapura
dengan
Tim Evaluasi Tk. Kecamatan

- iu 7 > ‘——— . - Q W& ﬁ/ﬁ I g
Pembahasan Dokumen Perubahan APB Nagari Tahun
Anggaran 2025 antara Nagari Simpang Lama Inderapura
dengan

Tim Evaluasi Tk. Kecamatan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

